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1.1.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai strategis dan

penting, antara lain :

1.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang
menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
selama S5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana

Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD).

Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi

Perangkat Daerah (OPD)

Rencana  Strategis (Renstra) merupakan instrumen
pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan
pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah
mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
sesual déhgan Rencana Pembangunan Jangka Manengah

Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen
mengukur tingkat pencapaian kineija kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) untuk pertanggungjawaban
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional

dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan



kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis
(Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam
mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021
yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana
Strategis OPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan
RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan
melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-
undang Norﬁér 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan
dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan

antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
Gambar 1
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L.

Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang
disusun oleh stiap OPD dibawah koordinasi Barenlitbang
Kabupaten Solok. Visi,misi, tujuan,strategi dan kebijakan
dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka
mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan
dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil

Bupati dalam RPJMD
Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedi.. di daerah, menuntut
kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan
yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk
mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana

APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.
Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra
OPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi.
Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan

yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk

perundang-undangan sebagai berikut :

15

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

(S



10.

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re publik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomoe= 5601);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Gubernur,Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik



11.

12,

13.

14.

15.

16.

1

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi - Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran
Negara tahun 2008 No. 42, Tambahan lembaran Negara
Nomor 4828);

Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara
Nomor 48829);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam



18.

15,

20.

21.

22,

23.

24,

29.

26.

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan' Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Pengelolaan dana tanggap darurat;

Peraturan kepala Badan 'Nasional Penanggulangan
Bencana :Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan' Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2008 tenfang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005

Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah K;@bupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);

Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Solok Nomor 52);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2013

tentang Badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan

Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok

6



1.8

Tahun 2015 Nomeor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021

28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

29. Peraturan' Bupati Solok Nomor 39 ‘Tahun 2002 tentang

Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

30. Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2011 tentang

o

Pedoman 'Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok;

31. Peraturan Bupati Solok Nomor 34 tahun 2013 tentang
Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok tahun

2013 -2017.

32. Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta

tata kerja Barenlitbang

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk
menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar
dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama
dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta

kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam

penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016-2021.

2. Mewujudkan visi dan misi Kabupateri Solok tahun 2016-
2021.

3. Sebagai pédoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

tahunan.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Strategis (Renstra) Tahun

2016-2021; terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaituy;

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang lafar
belakang, pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra
OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan
Renstra OPD dengan RPJMD, keterkaitan Renstra
OPD dengan Renstra K/L dan Propinsi, landasan

hokum, serta maksud dan tujuan.
GAMBARAN PELAYAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
dan struktur OPD, sumberdaya yang dimiliki dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya
manusia dan asset), capalan-capaian program
prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra
periode sebelumnya, capaian program yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode
sebelumnya, serta mengulas Kekuatan, peluang,
hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi

dan misi kedepan.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI.

Memuat tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan
OPD, telaahan visi, misi dan program Bupati dan
Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021 dan telaah
Renstra OPD dalam RPJMD Telaah Kebijakan
K/L/Propinsi dan telahaan RTRW dan penentuan

isu-isu strategis.



BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

VISI, MISI, TUJUUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN

Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka

menengah, strategi dan kebijakan OPD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

PENUTUP

Y



2.1.

BAB 1II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Solok merupakan lembaga teknis daerah vang dibentuk
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, vaitu
mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan
Bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati. BPBD terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan

Unsur Pelaksana.
Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6
tahun 2013 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badau
Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas

sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta

rekonstruksi secara adil dan setara.

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan;

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan

bencana;



4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi

normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan

barang;

6. Menyusun dan menetapkan prosedus ‘etap penanggulangan

bencana;

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan

sumbangan pihak lain;

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Disamping itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak

cepat, tepat, efektif dan efisien; dan

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

benacana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Unsur Pengarah mempunyai tugas meliputi prabencana, saat
tanggap darurat dan pasca bencana sedangkan unsur
pelaksana mempunyai fungsi koordinasi, pengkomandoan

dan pelaksana.
1. Kepala Pelaksana

Mempunyai tugas pokok membantu kepala badan sebagal

berikut

a. Melaksanakan tugas perencanaan, monitoring keuangan

evaluasi dan pelaporan dan administrasi kepegawaian

b. Melaksanakan tugas koordinasi, pengkomandoan dan
pelaksanaan dalam penanganan bencana dengan
mengerahkan perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga
usaha atau pihak lain yang diperlukan pada tahap-tahap

pra bencana, saat bericana dan pasca bencana.



. Melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana yang

mencakup tugas pencegahan bencana, penanganan
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstrukti dengan
mengerahkan perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga

usaha atau puhak lain yang diperlukan.

. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan serta

penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana.

. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta

rawan bencana.

Melaporkan dan  mempertanggungj awabkan segala

kegiatan penanggulangan bencana.

. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintakan Bupati

Kepala Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan

bencana.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok dalam penyusunan perencanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi

keuangan, umum dan kepegawaian.

Fungsi :

a.

b.

Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum

Pengeloaan administrasi kepegawaian

. Pengelolaan administrasi keuangan
. Pengeloaan administrasi perlengkapan

. Pengelolaan urusan rumah tangga badan

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran

dan perundang-undangan

. Pelaksanaan koordinasi penyelecnggaraan tugas-tugas

bidang

.Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata

laksana



j. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan

tahunan kegiatan dan tugas

k. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Pelaksana Badan
3. Sub. Bagian
(1) Sub. Bagian Umum da Kepegawaian
Tugas :

a. Melaksanakan penerimaaan, pendistribusian dan
pengiriman surat-surat pengadaan naskah - naskah

dinas , kearsipan dan perpustakaan badan

b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan

keprotokolan

c. Melaksanakan hﬁbungan tugas bidang hubungan

masyarakat

d. Memperisapkan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian mulai penampatan formasi, pengusulan
dalam jabatan, usulan kenaikam pangkat, SKP, DUK,
sumpah janji/pegawai, gaji berkala, kesejahteraan,
mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, wjian
‘dinas, izin belajar, pembainaza: pegawai dan disiplin
pegawai, menyusun standar kompetensi pegawal
tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan,
analisis beban kerja, budaya kerja dan tugas usaha

kepegawaian lainnya.

e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan,
pengadaan dan  perawatan  peralatan  kantor,
pengamanan, usulan penghapusan asset dan
menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-

barang inventaris;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris;



(2) Sub. Bagian keuangan

Tugas :

a.

Melaksanakan pengelolaan  keuangan  termasuk

pembayaran gaji pegawali.

. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan

keuangan.

. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan keuangan.

. Melaksanakan tugas-tugas. lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

(3) Sub. Bagian Perencanaan dan pelaporan.

Tugas

a.

. Menyiapkan  bahan  penataan  kelembagaan

. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan

Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi

penyusunan program.

. Melaksanakan pengelolaan data.

. Melaksanakan perencanaan program.

’

ketatalaksanaan dan perundang-undangan.

. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan

program anggarar.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

3

triwulan, semester dan tahunan dan tugas.

.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

sekretaris.

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas :

Mengkoodinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang

pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan

masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko

bencana



Fungsi :

a. Perumusan, perencanaan kebijakan dibidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan dan pra bencana serta

pengurangan resiko

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang
pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana

serta pengurangan resiko bencana;

c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga
terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana,;

d. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan dibidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaa masyarakat pada

pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada

kepala Badan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari atas;
1. Seksi Pencegahan

2. Seksi Kesiapsiagaan

Masing masing seksi dipmpin oleh kepala seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang.
5. Kedaruratan dan Logistik
Tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebyakan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan

dukungan logistik.
Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan penguangsian dan

dukungan logistik.

[a—
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. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan

penanganan pengungsian dan dukungan logistik.

. Pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulangan

pengungsi dan dukungan logistik.

. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang

pelaksanaan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan

dukungan logistik.

. Pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan Kepala

Badan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
1. Seksi Kedaruratan

2. Seksi Logistik

Masing-masing seksi dipimpinan oleh kepala seksi yang
berada dibawah  dan bertanggungjawab kepada
KepalaBidang.

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang

Penanggulangan Bencana pada pasca bencana.

Fungsi :

a.

Seksi Perumusan kebijakan - dibidang Penanggulangan

Bencana pada pasca bencana.

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidanag

Penanggulangan Bencana dan pasca bencana.

. Pelaksanaan Kkerjasama dengan instansi atau lembaga
terkait di bidang Penanggulangan Bencana pada pasca

bencana.

. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan di bidang

Penanggulangan Bencana-pada pasca bencana.

. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
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f. Bidang rehabilitasi dan rckonstruksi terdiri atas
1. Seksi Rehabilitasi
2. Seksi rekonstruksi

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawan kepada  kepala

Bidang.

Secara ringkas Struktur Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok sepertl
yang tercantum pada lampiran Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ini. Secara lengkap bagan
struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ;
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2.2. SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

A. Sumber Daya Manusia pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah
1. Internal

a. Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Solok sebanyak 31 orang PNS,
Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat THL 20 orang, dan
THL Adminitrasi 10 orang, berdasarkan Jabatan,
Golongan, pendidikan dan jenis kelamin pada tabel

dibawah ini :
Tabel 2.1
. Sumber Daya Manusia
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Solok

JABATAN | PEND. [PERJENJANGAN JENIS |
RO RALEA / BIL /i $TL. &OL UNIT KERJA [UMUM TH TAHUN KELAMII}‘ AGAMA !
| | |
1 2 3 7 11 12 | 13 | 15 |
1 [Drs. DASRIL,MM etals 52 SEPALA / 1995 | |
INIP. 19591229 198101 1 004 |IV/c peial-}:-s'mrl “H0s SPAMA / 2001 I I lslam N
Solok, 29 Desember 1959 N - PIMTKI/2004| | = |
2 EZULBADRI,S.Sos,MM - |
NIP. 19650912 108602 1 004 [IV/a | SSEmians | 52 o L | Istam
Koto Gaerk, 12 September 1965 B ) it
I
3 MASNUR, SH. MM ‘ Kepala Bidang 32 ‘
INIP. 19681209 1993122001 |IV/a | Pencegahan & 2009 PIM TK. IV /2006 P | Islam
Padang, 09 Desember 1968 Kesiapsiagaan| ~ |
4 |SYAHWIR. S Kepala Bidang| g 1 | Y
NIP. 19601208 198403 1 005 |Ill/d | Kedaruratan & ‘1 082 - ‘ L [slan
Padang, 08 Desember 1960 Logistik ’ I
5 Kabid w
Ir. FIRDAUS. MT s o= ‘
3 )
NIP. 19620811 199203 1 003 |Iv/p | Rehabiliasi | 82 ) ADUMLA/ISOY | g |
Sijunjung, 11 Agustus 1962 s i e | I
; n Rekonstruksi | i
i Ll
6 ZULKAMRA, SH Kasubag 1 ADUM |
NIP.19620312 198603 1 009 [II/d | Perencanaan 2001 OUUQ ! L Islam |
Tanjung Balit, 12 Maret 1962 & Pelaporan B & | ‘i
| | | |
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7 ZULFAHMI

ADUM {

. Kasubag

NIP. 19640505 198603 1 012 |11I/d i SLTA | L | Islam 1
Selayo, 05 Mei 1964 Keuangan 2000 | ; \

8 SUMARNI Kasubag . \

NIP. 10611020 198503 2 003 |lI/d | Umum & ?gTS’S Alg';’)‘gi P | Islam
Solok, 20 Oktober 1961 Kepegawaian ) |

9 KIFLI ! J
ZUL . SE i - z
NIP. 19630312 199003 1008 [myd | o K3 10 S| apum/2000 | L | lslam
Solok, 12 Maret 1963 | g el | - ‘; |

| [ 1

10 FYAFRIDAL, S .Sos oot
AR L R e N .- e ort| L | istam
Kab.Solok, 31 Desember 1960 pslagas i v RV 1 =

11 [[RIANDA, ST s 5 | |

= . Kasi S1 F
NIP. 19630105 200701 1004 |1I/d | .0 | 1595 : L Islam
Sawah lunto, 05 Januari 1963 e ©

12 [BARDIANSYAH, SH ‘. B
NIP. 19650912 198903 1 007 o 23] !

{ 2 | Isla
Pangkal Pinang, 12 September llI/d | Kasi Logistik 2003 PIM TK.IV/2012 L. Islam
1965 ’

13 [SAMIDI, SP e '; -
NIP.19660902 199103 1 007  |III/c Reh‘a‘gi‘itasi ,)gés PIM TK.IV/2016| L | Islam
Macanan, 02 September 1966 - | =

14 ZAMRINALDI, ST o s S P
NIP. 19590607 198811 1001 [HI/d | o M5 o1 500, |PIMTKIV/2005, L [slam
Muara Panas, 07 Juni 1959 g ) - | |

15 H.ABDUL MANAN, SH,MM 5 |
NIP.19620505 198903 1 013 | . Fungsionad go | SEEALA/1995 .

4 . |1v/e SP/.MA/ 1998 L [slam
Kab.Tapanuli Selatan, 05 Mel Umum 2002 oLl o \
PIM TK.11/2004 ‘
1962 | | 7;
|
| |

16 HARWENDI, SE e g1 ‘.

NIP.19650102 198602 1 003 |IV/c u;umd loog |PIMTK.1/2013| L islam |
Muara Panas, 02 Januari 1965 | | ‘
| |

¥ A,LTANI’ Bl " Fungsional \ |
NIP. 19630828 199103 1 004 |IV/b e | L Islam
Solok, 28 Agustus 1963 | |

[ |
| |

18 ILYASRIL, S.Sos S ! |
NIP.195909 198211 1 00109 |IV/b S‘ium S1 PIM TK.III /201 1\ I Jslam |
Ikoto Baru, 09 September 1959 1 | o

i i
| |

19 ABRA VESTIA, S.Kom. MM Fungsional H
\IP. 10700208 199701 1 001 | V/P Umum s s} Ism

|

20 AIBERDAFMAN, SH Fungsional .
NIP. 10620225 108503 1 005 | /4 Umum Ak L | elam

| 1

21 H. MAHENDRA, BE ; | ‘

NIP.19610531 198503 1 002 |III/d Fugﬁi‘;‘;al 1%%19 ADUM / 2000 \ L | Islam
IKoto Baru, 31 Mei 1961 | | |




WELLYANORA, A.Md

S 1 1
NIP. 10730623 199503 2 001 |1m/c | © ”Siﬂfj“l ‘ Pg'g; - P | Islam |
Dumai, 23 Juni 1973 | |
23 [SUHARDES ! l il i i
NIP.19651231 198602 1 031 | Fungsional SLTA ‘ I
Pulau Punjung, 31 Desember /e ‘ Umum ‘ 1985 ABLM /L6 | k | lslam
1965 | | ]
| | I
24 [KARIDIN 1 l |
NIP. 19600203 198503 1007 |11 Fungsional SLTA _ 2 s
Aur Melintang, 03 Februari Umum 1989 ! o
1960 \ _ ==
]
25 MUHAMMAD ARIFAL ST — | s : ‘:
NIP. 19680609 200701 1 008 |liI/a - A . L | Islam
: : Umum 2012
Kab. Wajo, 09 Juni 1963 ‘ \
26 ZULHELMI BOSY. WD, SE B |
NIP. 19740619 200604 1 004 |1I/a Ful?rgn*:‘;’l‘a‘ 2313 . | L | Islam
Koto Baru, 19 Juni 1974 ,[ |
| i
27 SYAHRIDEL, SE ] {
NIP. 19790909 200604 1 004 |, | Fungsional S1 ) L —
Mendalo Darat, 09 September Umum | 2013 .‘ B
1979 } \
i | .
28 ISMARNI e B ;
NIP. 10650425 200604 2002 | 1l/c | “&iﬁ‘:}?“*l by : P | lslam
Muara Labuh, 25 April 1965 ‘ L
| =
29 NUKAL |
NIP. 19740907 200701 1006 | 1,/ Fungsional | SLTA/C . P e
Labuah Panjang, 07 September Umum 2006 1 :
1974 l
« %
30 NOFRIADI :
ysions S
NIP. 19781103 200701 1 004 | Il/c F“&ﬁ:‘;’:"‘} 119‘;’;‘ - L lslam
Padang, 03 November 1978 | \
‘: \
| | =
31 YEFFI ARDI - ! l
NIP. 19781112 200801 1 003 | Ii/c F"‘Sff:‘in“al | Sl’;g’;‘ ; ‘ L | Islam
Padang, 12 November 1978 |
| ;
| | | [
TENAGA ADMINISTRASI 1 , |
32 FEBRIKA ALMONFIL, S. Kom ] —a [ s1 ] | 5 : ”'_‘
Selayo, 01 Februari 1982 | 2004 . ) ';j
| .
33 ELFINORA - i = ‘
Koto Baru, 31 Agustus 1971 ) THL SLTA | 3 ‘ Islam
| |
34 DARTIS KARMILA, SE S1 ;_ .
Koto Baru, 14 Desember 1980 | ~ ek 2004 ) | * lgtam
I !
i
35 RINA MARLIZA TAHAR, S. Ap ) = S1 ) e e
IKoto Baru, 28 Maret 1986 2010 -




36 [DARA LOVITA - | SLTA T & |
Koto Baru, 27 Mei 1991 - | 2009 | Istam |
! =]
| |
37 ELZA ARNITA TuL | SLTA [ & e |
Koto Baru, 15 November 1991 | 2011 | s |
38 RAHMAD HIDAYAT —_— SLTA L | fetam |
Saok Laweh, 31 Januari 1993 2012 | s
|
39 IMUTIARA RAMDONA SARI T SLTA [ & | tsiam
Koto Baru, 20 Juli 1994 g 2013 i o
[
40 [BOY LAHUTRI N . .
Koto Baru, 17 Agustus 1984 THE BLTa | L (e
71 MERI PUSPITA SARI SLTA | o
Koto Baru, 03 Januari 1995 THL 2013 F_| =em
ANGGOTA TRC |
22 WINDI SEPRIDON | -
o | L slarr
{oto Baru, 01 September 1988 L Shta | - I
33 |RIAN DWI PUTRA ‘
Talago, 14 Januari 1992 i e - ml(i
44 |RONI JEFRINALDO, SE b i
Solok, 09 Januari 1981 TEY £ L | lslam
45 [DESKO HARIANTO a
Tj. Bl. Karimun, 07 Desember THL SLTA ; I Islam |
1979 | { ;
( | }
36 NDRA * = ] e, |
llkoto Baru, 27 Januari 1985 iy ‘ SLTA | - e B
\ \ i
! {
47 DARMA WINDRA . 1 o
Guguk, 30 April 1980 TH Shia | L | e
43 RICHI VENALOZA 1.
Solok, 23 September 1985 T BLIA .
49 RIKI ADITAMA
- | 3E
Solok, 27 April 1987 HL BLA | B | iam
| .
50 HARNEF SYARBAINI I
Solok, 03 Oktober 1975 L SLTA | L | lam
} |
|
51 IMUDRIK MUSTAFIK ‘e ! -
Paninjauan, 30 November 1979 i \ LT | - s
\ [
| | '
= - ‘
52 TENGKU REYNOLD PUTRA —— T s o sl

Padang, 27 Agustus 1987

(]
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53 DEVITRA, M : | o i f
Koto Baru, 01 Juni 1988 ] THL | SLTP/B ] L j deem
|
| e
54 [RIO SATRIA . '
Jawi-jawi, 06 November 1984 . THL SLTA = L ‘ h]dm,
TO |
55 BRIKTO YANDRI ZALMI ! |
Talang, 14 Februari 1981 e TH i - | L | sam H
| |
= |
56 BOBI FITRIANDA ) = i N
Santung Ciri, 02 Juli 1989 - ThL e i | L | lstam |
| |
57 [ERVA ISBANDI . I e
Koto Baru, 26 Mei 1982 - i Wl ] | L | ishm
| |
| i I
58 [DONI MUFRIZAL, ST i .. ~ _ B
Koto Gaek, 20 Januari 1986 ) ‘ e 51 ) | s e ‘
: ‘ ii
50 ANDRE DASMI PUTRA .‘ ' =
Kot Gaek, 06 April 1994 - ‘ THL | SLTA - Ly A
. : ‘ :
| ;
50 [TITO HERISKA . N
Solok, 10 Februari 1996 - THL | SEIR ) . islgn ”
61 RANDA KURNIA ' T
Padang, 30 Oktober 1992 § R =1 ] L | !slam \

b. Tingkatan Pendidikan Pegawai pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok

dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok

No Tingkat Pendidikan Jumlah Pers(.:/n)tase i
. |

1 | MAGISTER 6 9.837

2 | SARJANA 19 3114

3 |SARJANA MUDA : 2 B.57 |

4 |SLTA | 33 54.09 _

5 |SLTP | 1 1.63 I

|

I~
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c. Jumlah Pejabat atau Eselonering, Pelaksana dan
Tenaga Harian Lepas Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Solok dapat dilihat pada
tebel dibawah ini :

Tabel 2.3

Pejabat atau Eselonering, Pelaksana dan Tenaga
Harian Lepas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Solok

No Eselon Jumlah | Persentase ‘
(%) |
1 | EselonII.b 1 1.63
5 Eselon IIL.b 4 6.55
3 Eselon IV.a 9 14.75 \
- Pelaksana : ;
- PNS 17 27.86 ‘
- THL 10 16:3% |
5 | Satgas 20 32.78 _l
% o1 o P——— 61 100
Dari data Sumber Daya Manusia Badan

Penanggulangan Bencana Daerai. yang diuraikan diatas

dapat disimpulkan sebagai berikut :

e Belum memadainya sumber daya manusia, baik dari

segi kuantitas maupun kualitas.

e Ketersediaan petugas teknis yang berkaitan dengan
pengurangan resiko bencana, baik itu pada tahap
pra, saat, dan pasca bencana relatif masih sangat

terbatas.
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2. Eksternal

Meski telah ditetapkan kebijakan dibidang
penanggulangan bencana, tetapi upaya pengembangan
saat ini masih dihadapkan kepada kendala-kendala

sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kerjasama Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok
dengan satuan kerja perangkat Daerah maupun

unsur instansi terkait yang berada di Kabupaten

Solok.
b. Pemahaman masyarakat dan pemangku
kepentingan terhadap pencegahan dini,

kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
masih sangat rendah, sechingga apa saja hal-hal vang
berkaitan dengan kel ncanaan dianggap

sepenuhnya tanggung jawab BPBD.

c. Sarana kerja untuk mendukung volume kerja pada
Pemangku kepentingan terutama SKPD-SKPD yang

terkait langsung dengan penanganan bencana masih

belum memadai.

B. Asset Sarana dan Prasarana
Tabel 2.4

Asset sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

No URAIAN JUMLAH STATUS 1 KONDISI
2 3 4 s
J -
GEDUNG |
1| Gedung Kantor ‘ 1 unit Pinjam Pakai l‘ Baik

KENDARAAN RODA EMPAT

1| Kend. Dinas/operasional ‘ 2 Unit Asset BPBD ‘ Baik
|
2. Kend.Resceu . 2 Unit Asset BPBD i Baik
i (hibah Pusat) | |

12
wn



3.| Kendaraan Dapur Lapangan 1 Unit Asset BPBD | Baik
(hibah Pusat) i
C KENDARAAN RODA DUA 1
1.| Kendaraan Trail 7 Unit Asset BPBD | Bailzc_ |
(hibah BNPB) i i
2.| Kendaraan dinas/operasional L Unit I Asset BPBD | RR 1
D  PERAHU
1, Perahu Karet + Mesin + 3 Unit Asset BPBD | l_RRr :
Peralatan (Hibah BNPB)| 5 © gerat
| 2. Perahu Refting 1 Unit Asset BPBD = Baik
(Hibah BNPB)
3.| Perahu Aluminium 1 Unit Asset BPBD | Baik |
(Hibah BNPB) .
PERALATAN KOMUNIKASI
1., Handy Talky 22 Unit | Asset BPBD &. Baik |
i Hibah ‘
‘[ 2| Pesawat Radio Riq 4 Unit Asset BPBD | Baik J
3. Pesawat Radio Rig 1 Unit HP Baik |
4| Hand Mic (Pengeras Suara) 1 Unit | AssetBPBD | Baik
5. Hand Mic (Pengeras Suara) 2 Unit Asset BPBD ' Baik
6. Repeater 1 Unit Asset BPBD 1 Baik
F PERALATAN PENUNJANG N
1.| Komputer 9 Unit Asset BPBD | Baikﬁ7
2| Printer 11 Unit | Asset BPBD Baik
3. Lap Top S Unit Asset BPBD Baik _1
4.| Not Book 2 Unit Asset BPBD Baik |
5. Tenda Posko 5 Buah | Asset BPBD | Raik i
6.| Tenda Pleton 2 Unit Asset BPBD Baik
7. Tenda Regu 3 Unit Asset BPED | Baik H
8. Tenda Keluarga 5 Unit Asset BPBD | Baik
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9.| Tenda Pengungsi 1 bh Hibah Baik
10, Air Blower 1 buah Asset BPBD Baik
11) GPS 2 buah | Hibah/APBD| Baik |
12, Velbed 10 Unit Asset BPBD Baik
13.| Radio HT 18 Unit Asset BPBD Baik i
14| Radio RIG 1 Unit | AssetBPBD | Baik |
15| Radio SSB 2Unit | AssetBPBD | Baik |
16. Senter Higlight i 2 Unit Asset BPBD ! Baik
17.| Genset 5 KVA | 2 Unit Asset BPBED ‘ Baik ‘
18.| Water Treatment 1 Unit Asset BPBD i Baik i
19, Tenda Sekolah | 1 Unit Asset BPBD | Baik
20.| Mesin Tik 7 Unit Asset BPBD ; Baik |
21.| Faximile 1 Unit Asset BPBD Baik |
22 Infocus 3 Unit Asset BPBD ‘\ Baik ‘
23/ Layar 1 Unit | Asset BPBD | Baik |
24| Tandu 1 Buah Asset BPBD Baik '
25| Tabung Pemadam Kebakaran | 7 Unit Asset BPBD Baik ;
26.| Tenda Regu 1 Buah Asset BPBD Baik
27| Meja + Kursi Kerja 40 + 98 Asset BPBD Baik ‘
bh ‘ |
28.| Pelampung 10 Buah | Asset BF;BD | Rringan
29| Pelampung 10 Buah | Asset BPBD l Baik |

Sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam
penanggulangan bencana peran organisasi masyarakat
sangatlah penting seperti; ORARI, RAPI, Global Rescue,
PMI, KSB, TRC dan Radio Swasta -_vang berada di Wilayah
Kabupaten Solok. Disamping peran dari NGO-NGO asing
bila dibutuhkan dalam penanggulangan bencana di

Kabupaten Solok.



2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Sejak awal terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Solok pada September 2010 vang
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan
penanggulangan bencana Daerah (BPBD) dan badan pelaksana
penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), dan
pengisian struktur organisasinya baru terlaksana pada bulan
oktober 2010. Pada tahun 2013 kelembagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah disempurnakan melalui

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013.

Dengan hanya dalam kurun waktu efektif selama lebik -
kurang 5 tahun dalam pelaksanaan kegiatan serta
pengoperasionalan lembaga Badan Penanggulangan Bencana
Daerah di tahun sebelumnya, tentu harus diakui masih banyak

kekurangan dan kelemahannya.

A. Ketersediaan dana untuk biaya operasional dan kegiatan

5 tahun terakhir

Ketersediaan dana untuk biaya operasional dan
kegiatan dalam pengelolaan penanggulangan bencana yang
diharapkan menjadi solusi dalam mengantisipasi bencana

dan kesiapsiagaan belum sesuai dengan yang diharapkan.
Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun 2011-2015

No | Tahun Anggaraﬂ ‘ Realisasi |
1 | 2011 5.124.358.452,- | 4.869.555.959,-
2 | 2012 6.358.467.750,- | 5.548.215.164,-
3 | 2013 4.066.500.000,- | 3.977.233.228,-
4 | 2014 3.527.990.000,- | 3.476.509.524 -
5 | 2015 15.241.702.400,- | 3.106.077.799,- |
| ; ‘




Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Solok dalam lima tahun terakhir periode
tahun 2011 s/d 2015 yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Besarannya pada
tahun 2011 sebesar Rp.5.124.358.452,- (lima milyar
seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan
ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), pada tahun 2012
menjadi Rp.6.358.467.750,- (enam milyar tiga ratus lima
puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh tujuh
ratus lima puluh) naik sebesar 24,08%, anggaran tahun
2013 sebesar Rp.4.066.500.000,- (empat milyar enam puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah) furun sebesar 36,04%,
anggaran tahun 2014 sebesar Rp.3.527.990.000,- (tiga
milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus
sembilan puluh ribu rupiah),- turun sebesar 13,24%,
Anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.15.241.702.400,-
(lima belas milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh
ratus dua ribu empat ratus rupiah),- naik sebesar 432%,
kenaikan anggaran Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Solok di Tahun 2015 disebabkan adanya
dana bantuan Hibah dari Pemerintah Pusat (BNPB) ke
Pemerintah Daerah (kabupaten Solok) yang ditampung di
dalam APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp.
12.075.700.000,- (dua belas milyar tujuh puluh lima juta
tujuh ratus ribu rupiah),- sedangkan dana APBD pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah diluar dana hibah
tahun 2015 sebesar Rp.3.166.002.400,- (tiga milyar seratus

enam puluh enam juta dua ribu empat ratus rupiah).

Dana. Hibah tersebut masuk ke Rekening Kas Umum
Daerah Kabupaten Solok tanggal 18 November 2015 yang
akan dimanfaatkan untuk kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana Jalan Batu Bajanjang-
sukarami yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2015
karena waktu tidak mencukupi untuk peroses pelaksanaan

kegiatan tersebut maka menjadi sisa anggaran di tahun

29



2015 dan pelaksanaan anggarannya diluncurkan pada

tahun 2016.

. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Indikator kinerja Badan Per.anggulangan Bencana
Daerah yang tertuang didalam  Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok 2011
s/d 2015 selama lima tahun sesuai dengan tabel 2.6 pada
prinsipnya telah terlaksana dengan baik seusai dengan

target



Indikator kinerja I

Tentang tersusunnya panduan mitigasi, tanggap darurat
dan Rehabilitasi & Rekonstruksi bencana selama lima
tahun yang tertuang didalam RPJMD Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok pada
prinsipnya terlaksana sesuai dengan target dan tidak
ditemuinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Yaitu
terbitnya Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang
pedoman penanggulangan bencana Kabupaten Solok dan
Peraturan Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2013
tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten

Solok.
Indikator Kinerja II

Tentang pembentukan dan berdayanya pemuda siaga
bencana selama lima tahun yang tertuang didalam RPJMD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok
pada prinsipnya terlaksana sesuai dengan target dan tidak
ditemuinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Yaitu
terbentuk 74 Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan
terlaksananya sosialisasi Sekolah Siaga Bencana (SSB)

sebanyak 39 sekolah.
Indikator Kinerja III

Tentang terbangunnya / tersedianya sarana — prasarana
pendukung mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi dan
rekonstruksi bencana selama lima tahun yang tertuang
didalam RPJMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok pada prinsipnya terlaksana sesuai dengan
target dan tidak ditemuinya kenda!» dalam pelaksanaan

kegiatan.

. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Program kegiatan yang tertuang didalam RPJMD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok

selama lima tahun sesuai dengan tabel 2.7 diatas pada



prinsipnya telah terlaksana sesuai dengan target, walaupun

ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak tepat di

tahun yang direncanakan berhubung ada kegiatan yang

sangat mendesak yang perlu diprioritaskan pada tahun

yang bersangkutan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam rangka pengembangan pelayanan  Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun
2016 s/d 2021 perlu ditelaah dan dianalisis Kekuatan,

Kelemahan, Peluang dan ancaman yang ada sebagai berikut:

a. Kekuatan

§

Adanya Dasar Hukum dan SOP sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas.

2. Tersedianya personil satuan tugas Tim Reaksi Cepat.

b. Kelemahan

1.

Belum memadai kompetensi Satgas dalam

penangulangan bencana.

Belum memadainya alokasi anggaran yang tersedia

dalam Penanggulangan Bencana.

Belum memadainya sarana prasarana dan peralatan

pendukung dalam Penanggulangan Bencana.

Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Penanggulangan

Bencana.

Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap

Penanggulangan Bencana.

c. Peluang

| P

terdapatnya Dana Tanggap Darurat, Logistik, Armada
yang bersumber dari APBN (BNPB), yayasan, Corparate
Social Responsibility (CSR), dan APBD provinsi.



2. Adanya koordinasi dan kerjasama Lembaga Pemcrintah
dari pusat sampai ke daerah, TNI dan POLRI dalam

Penanggulangan Bencana.
3. Adanya dukungan CSR, NGO dan lembaga sosial
lainnya.

d. Acaman

1. Letak Geografis dan Topografi Kabupaten Solok yang

Rawan Bencana.

2. Berada pada jalur utama patahan semangka (segmen
Sesar Sumani dan Suliti), dan terdapatnya Gunung Api

aktif Talang.

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
yang dihadapi saat ini sebagaimana yang telaah diatas maka

dapat dianalisis sebagai beikut :

L]
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3.1.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD

1.

10.

Belum tersusunnya rencana kontijensi untuk seluruh
potensi bencana yang ada sebagai pedoman dalam

melakukan rencana aksi penanggulangan bencana.

Belum dilakukan simulasi kebencanaan terhadap rencana

kontijensi yang sudah ada.

Lemahnya koordinasi didalam pen.nganan darurat saat

terjadinya kondisi tanggap darurat.

Lemahnya kemampuan didalam penyusunan kajian

kebutuhan pascabencana.

Belum adanya kajian tentang standarisasi dan kebutuhan
dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Belum seluruh peta rawan bencana yang tersusun dapat

diinformasikan dengan baik kepada masyarakat.

Belum maksimalnya peta rawan bencana Kabupaten Solok
dipedomani oleh SKPD terkait didalam menyusun program

dan kegiatan masing-masing.

Belum tepat waktu dan sinerginya laporan kebencanaan
dari pemerintah nagari dan kecamatan setiap kejadian

bencana maupun keadaan normal.

Belum adanya wibesite kebencana Kabupaten Solok.

Belum sepenuhnya peran TRC dalam melakukan
pengkajian cepat dalam tanggap darurat bencana schingga

penyaluran uang dan barang belum tepat waktu dan

sasarar.



3.2.

11. Belum presentatifnya gudang penyimpanan logistik dan

peralatan penanggulangan bencana.

12. Belum sepenuhnya pemanfaatan SOP saat tanggap darurat

bencana.

13.Belum tepat waktu dalam  penyapaian laporan

pertanggungjawan penggunaan anggaran

TELAAHAN VIS-I, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Merujuk pada
definisi diatas, maka Kabupaten Solok menetapkan Visi dalam
kurun waktu 2016-2021 adalah : ”Terwujudnya Masyarakat
Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan
yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’

Basandi Kitabullah”

Sesuai visi diatas, Kepemerintahan yang baik merupakan
tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-
prinsip transparansi, partisipasi, demoktratis, akuntabilitas,
efesien, responsive, menegakkan hukum, berorientasi pada

membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Adapun penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Solok . Meliputi wilayah dan seluruh isinya,
artinva Kabupaten Solok dengan

seluruh masyarakatnya yang berada

dalam batas - batas yang telah
ditetapkan.
Maju : Artinya masyarakat yang cerdas dan

atau masyarakat yang berpend.dikan.

Mandiri : Adalah masyarakat yang mandiri
dalam kekuatan ekonomi keluarga
dan mandiri dalam menciptakan

kesehatan keluarga dan lingkungan



yang sehat.

Kehidupan . Adalah masyarakat yang taat akan
Masyarakat Madani agama dan adat, memiliki integritas,
karakter dan mental sesuai dengan
filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’

Basandi Kitabullah”.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan
untuk mewujudkan Visi. Rumusan Misi pembangunan

Kabupaten Solok ditetapkan sebagai berikut :
1. Mensukseskan program wajib belajar (Wajar) 12 tahun

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.

3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang
lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana

infrastruktur yang memadai

4. Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “adat

basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”

5. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dan bersih

Bertolak dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Solok
diatas, pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
dan bersih adalah pemerintahan yang mampu melibatkan
partisipasi masyarakat pada seluruh aspek pembangunan,
termasuk dalam penanggulangan -bencana. Merujuk pada
pernyataan diatas, untuk menuju masyarakat sejahtera, tentu
mencakup kepada semua aspek kehidupan masyarakat
termasuk aspek keselamatan dari ancaman bencana. Untuk
mewujudkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Solok memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas

Dalam rangka menciptakan rasa aman masyarakat dari

ancaman bencana dan  meningkatkan  partisipasl
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masyarakat dalam penanggulangan bencana, BPBD

memiliki tugas :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan

rekonstruksi secara adil dan sctara.

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta

rawan bencana.

d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi

normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang yang berkaitan dengan pananggulangan

bencana.

f. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap

penanggulangan bencana.

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

dan sumbangan lain.

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan

perundang-undangan.
Fungsi

untuk melaksanakan tugas-tugas diatas, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi

sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak

cepat, tepat, efektif dan efisien.



b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan

menyeluruh.

3.3. TELAAHAN RENSTRA NASIONAL DAN PEMERINTAH
PROVINSI

Merujuk kepada Nawa Cita dan rencana strategis
pembangunan nasional, bahwa penanganan bencana tertuang

13

dalam Nawa Cita pertama yaitu; Akan menghadirkan
kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberi rasa aman pada seluruh warga negara” dan Nawa
Cita Kedua yaitu “Akan membuat Pemerintah tidak absen
dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratsi dan terpecaya”, serta Nawa Cita Ketujuh
yaitu “ Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.

Didalam Skala Prioritas Nasional penanganan bencana
adalah untuk mengurangi resiko bencana dan meningkatan
ketangguhan Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam

menghadapi bencana dengan strategl :

1. Internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka
pembangunan yang berkelanjutan.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.

3. Peningkatan kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.

Melihat kepada Nawa Cita yang dikemukakan tersebut
diatas, maka sasaran utama yang akan dicapai adalah ;
Menurunnya indeks resiko bencana pada pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi yang beresiko tinggi.

Sejalan dengan Skala Prioritas Pembangunan Provinsi
Sumatera Barat, bahwa penanganan bencana masuk kedalam
Skala Prioritas ke sepuluh yaitu ; “Pelestarian Lingkungan

Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam”.
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3.4.

Bertitik tolak ke hal-hal diatas maka penanganan
bencana masuk pada Skala Prioritas Pembangunan Kabupaten

Solok pada point keempat.

TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS

Kabupaten Solok merupakan daerah yang dilalui Patahan
Semangka / Pegunungan Bukit Barisan. Hal ini menyebabkan
topografi daerah Kabupaten Sclok berbukit-bukit dengan
kemiringan yang bervariasi dan menyimpan berbagai potensi

bencana.

Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Solok terutama wilayah-wilayah yang akan
dijadikan lingkungan pemukiman, harus mengkaji kemiringan

daerah serta dampak bencana lainnya.

Dalam mengarahkan pemanlaatan ruang di Kabupaten
Solok sebagai wilayah yang aman dan nyaman, perlu dilakukan
rencana pengembangan sistim prasarana seperti prasarana dan

ruang jalur evakuasi bencana yang terdiri atas :
a) Jalur evakuasi bencana meliputi :

1. Jalur jalan arteri dan kolektor di Wilayah Kabupaten
Solok

2. Jalur jalan lokal disetiap kecamatan

3. Jalur jalan lingkungan disetiap nagari
b) Ruang evakuasi bencana meliputi :

1. Balai nagari

2. Bangunan sekolah disetiap nagari

3. Lapangan terbuka disetiap nagari

4. Fasilitas umum dan fasilitas lainnya

Telaahan RTRW yang telah dietapkan oleh instansi yang
berwenang merupakan bahagian yang harus menjadi perhatian

bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan
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pembangunan di Kabupaten Solok dalam rangka pengurangan

resiko bencana.

POTENSI PERJENIS BENCANA DI KABUPATEN SOLOK

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Kabupaten Solok

merupakan daerah dengan potensi bahaya (hazard potency)

yang sangat tinggi. Berbagai potensi bencana tersebut adalah

sebagai berikut :

a. Bencana Banjir.

Banjir baik yang berupa genangan atau banjir bandang

bersifat merusak. Aliran air yang membawa material tanah

yang halus akan mampu menyeret material berupa batuan

yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin

tinggi.

Adapun wilayah yang berpotensi dari rawan bencana

banjir ini yaitu :

1)

Kecamatan Bukit Sundi (Nagari Muaro Paneh dan

Kinari) Ancaman Batang Lembang

Kecamatan Kubung (Nagari Selayo, Koto baru, dan Saok

Laweh) Ancaman Batang Lembang

Kecamatan X Koto Singkarak (Nagari Sumani) Ancaman

Batang Sumani

Kecamatan [X Koto Sungai Lasi (Nagari Guguak Sarai,
Sungai Jambua, dan Pianggu)

Kecamatan Lembah Gumanti (Nagari Sungai Nanam dan
Aie Dingin)

Kecamatan Junjung Sirih (Nagari Muaro Pingai dan

Paninggahan)

Kecamatan Hiliran Gumanti (Nagari Talang Babungo,
Sariak Alahan Tigo dan Sungai Abu) ancaman aliran

Batang Gumanti
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8) Kecamatan Tigo Lurah (Nagari Batu Bajanjang dan
Rangkiang Luluih ancaman Batang Palangki sedangkan

Nagari Tanjung Balik Sumiso oleh ancaman Batang Pulau)

PETA BAHAYA BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT
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b. Bencana Tanah Longsor

Gerakan tanah yang berjalan lambat menyebabkan
penggelembungan (tilting) permukaan dan bangunan yang
berada disekitarnya tidak dapat digunakan. Rekahan pada
tanah menyebabkan fondasi ‘bangunan terpisah dan
menghancurkan utilitas lainnya didalam tanah. Liquefaction
adalah garis — garis proses terpisahnya air di dalam pori-
pori tanah akibat getaran sehingga tanah kehilangan daya
dukung terhadap bangunan yang ada diatasnya sehingga

mengakibatkan bangunan akan amblas atau terjungkal.

Adapun wilayah yang berpotensi dari rawan bencana

longsor yaitu :

1) Kecamatan Kubung (Nagari Saok Laweh dan Gantung
Ciri)

2) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi (Nagari Taruang -

Taruang, Pianggu, Indudua, dan Bukit Bais)

3) Kecamatan Payung Sekakai (Nagari Supayang, Aie Luo,

dan Sirukam)

4) Kecamatan X Koto Diatas (Nagari Paninjauan, Tanjung

Balik, Sibarambang, Kutialo, dan Sulik Aie)
5) Kecamatan Lembah Gumanti (Nagari Aie Dingin)

6) Kecamatan X Koto Singkarak (Nagari Tanjung Alai, Koto

Sani, dan Saniang Baka)
7) Kecamatan Lembang Jaya ( N agari Batu Banyak )
8) Kecamatan Pantai Cermin (Nagari Lolo dan Surian)

9) Kecamatan Hiliran Gumanti (Nagari Talang Babungo

dan Sariak Alahan Tigo)

10) Kecamatan Tigo Lurah (Nagari Rangkiang Luluih,
Simanau, Garabak Data, Tanjung Balik Sumiso, dan

Batu Bajanjang)



11) Kecamatan Bukit Sundi (Nagari 2ukit Tandang, Dilam,

dan Parambahan)

12) Kecamatan Gunung Talang (Nagari Sungai Janiah, Aie

Batumbuak, dan Batang Barus)

13) Kecamatan Junjung Sirih (Nagari Paninggahan)

PETA BAHAYA BENCANA TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN SOLOK, PROVINS| SUMATERA BARAT
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C.

Bencana Letusan Gunung Api

Kabupaten Solok memiliki satu gunung api aktif yaitu
Gunung Api Talang, yang mana sewaktu- waktu dapat

mengancam kehidupan masyarakat.

Adapun wilayah terdampak dan letusan Gunung api

Talang yaitu :

1. Kawasan Rawan Bencana (KRB) - III

Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang

sering terlanda awan panas, aliran lava piar
(guguran/lontaran material pijar), gas beracun,
meliputi :

a) Kecamatan Gunung Talang (Nagari Air Batumbuk
dan Batang Baruih)
b) Kecamatan Lembang Jaya (Nagari Batu Bajanjang)

2. Kawasan Rawan Bencana (KRB) - II

Kawasan rawan bencana II yang berpotensi
terlanda aliran awan panas, gas racun, guguran batu
(pijar) dan aliran lahar, terdiri atas :

a) Kecamatan Gunung Talang (Nagari Batang Barus
- Jorong Kayu Jao dan Lubuk Selasih)

b) Kecamatan Danau Kembar (Nagari Kampung Batu
Dalam dan Simpang Tanjung Nan IV)

¢) Kecamatan Lembang Jaya (Nagari Selayo Tanang
Bukit Sileh, Koto Laweh, dan Limau Lunggo)

d) Kecamatan Lembah Gumanti (Nagari Sungai
Nanam dan Alahan Panjang)

3. Kawasan Rawan Bencana (KRB) I
Kawasan rawan bencana I adalah kawasan vyang
rawan terhadap lahar/banjir dan kemungkinan dapat
terkena perluasan awan panas, meliputi : Nagari-
nagari yang berada disepanjang aliran sungai Batang

Lembang.



PETA BAHAYA BENCANA LETUSAN GUNUNGAPI TALANG

DI KABUPATEN SOLOK, PROVINS| SUMATERA BARAT
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d. Bencana Gempa bumi

Wilayah Kabupaten Solok yang dilalui oleh Patahan
Semangka dengan Segmen Sumani, Segmen Suliti, dan
Segmen Sumpur yang membujur dari Utara ke Selatan
sehingga dampak gempa bumi dapat dirasakan diseluruh

Wilayah Kabupaten Solok.

PETA BAHAYA BENCANA GEN TABUMI
i DI KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMAIERA BARAT




Bencana Kebakaran Hutan/Lahan

Kebakaran yang sering terjadi dipengaruhi oleh faktor
alam, perobahan cuaca dan iklim, pada saat kemarau
lahan kering sering terbakar, diduga faktor kelalaian
manusia yang melakukan pembakaran lahan batik

sengaja maupun tidak sengaja.

Wilayah Kabupaten Solok yang sering mengalami

kebakaran lahan yaitu:

1) Kecamatan Junjung Sirih (Nagari Paninggahan dan

Muaro Pingai)

2) Kecamatan X Koto Singkarak (Nagari Saning Bakar dan

Aripan)

3) Kecamatan X Koto Diatas (Nagari Kuncia, Sulik Aie,
Bukit Kanduang, Sibarambang, Pasilihan, Katialo,

Paninjauan dan Labueh Panjang )

4) Kecamatan Payung Sekaki (Nagari Sirukam, Supayang
dan Aie Luo)

5) Kecamatan Lembah Gumanti (Nagari Salimpek dan
Nagari Sungai Nanam dan Air Dingin )

6) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi (Nagari Pianggu,
Indudue Sungai Jambua, Guguak Sarai, Taruang -

Taruang, Siaro-Aro, dan Sungai Durian )

7) Kecamatan Kubung ( Nagari Koto Hilalang dan Gantung
Ciri )
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PETA BAHAYA BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN SOLOK, PROVINS| SUMATERA BARAT
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Bencana Kekeringan

Kekeringan akan membawa dampak pada kesehatan
manusia, tanaman serta hewan baik langsung maupun
tidak langsung. Dampak dari bahaya kekeringan ini
seringkali secara gradual/lambat, jika tidak dimonitor
secara terus menerus akan mengakibatkan bencana berupa
hilangnya bahan pangan akibat tanaman pangan dan
ternak mati, petani kehilangan mata pencaharian, banyak

orang kelaparan dan mati, sehingga berdampak urbanisasi.

-Pada Musim Kemarau di Wilayah Kabupaten Solok

yang sering terjadi kekeringan sebagai berikut :

1) Kecamatan X Koto Diatas (Nagari Sulit Aie, Bukit
Kanduang, Paninjauan, Sibarambang, Katialo, Tanjung

Balik, Pasilihan, Kuncia, dan Labu:h Panjang)

2) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi (Nagari Pianggu,
Taruang - Taruang, Siaro Aro, Indudua, Guguak Sarai,
Sungai Durian, Bukit Bais, Koto Laweh, dan Sungai

Jambua)

3) Kecamatan X Koto Singkarak (Kacang, Singkarak,
Tikalak, Aripan, Tanjung Alai)

4) Kecamatan Payung Sekaki (Nagéri Sirukam dan

Supayang)
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PETA BAHAYA BENCANA KEKERINGAN
DI KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT
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g. Angin Puting Beliung

Pada umumnya Wilayah Kabupaten Solok sering
dilanda oleh Angin Puting Beliung yang mengakibatkan
tumbangnya pohon, merusak rumah masyarakat, scrta
melanda lahan pertanian masyarakat sehingga

mengakibatkan kerugian harta benda.

Daerah yang sering terjadi angin puting beliung

sebagai berikut :

1) Kecamatan X Koto Diatas (Nagari Nagari Sulit Aie, Bukit
Kanduang, Paninjauan, Sibarambang, Katialo, Tanjung

Balik, Pasilihan, Kuncia, dan Labuah Panjang )

2) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi (Nagari Pianggu,
Taruang - Taruang, Siaro Aro, Indudua, Guguak Sarai,
Sungai Durian, Bukit Bais, Koto Laweh, dan Sungai

Jambua)

3) Kecamatan Payung Sekaki (Nagari Sirukam, Supayang,

dan Aie Luo)
4) Kecamatan X Koto Singkarak (Kacang, Singkarak,
Tikalak, Aripan, Tanjung Alai)

5) Kecamatan Kubung (Nagari Koto Baru, Gaung,
Panyakalan, Gantung Ciri, Koto Hilalang, dan Tanjung

Bingkuang)
6) Kecamatan Pantai Cermin (Nagari Surian dan Lolo)

7) Kecamatan Bukit Sundi (Nagari Bukit Tandang, Muaro

Paneh, Kinari, dan Dilam)

8) Kecamatan Danau Kembar (Nagari Simp Tanjung Nan IV

dan Kampung Batu Dalam)

9) Kecamatan Lembah Gumanti (Nagari Alahan Panjang

dan Sungai Nanam)

10) Kecamatan Lembang Jaya (Nagari Koto Laweh, Selayo
Tanang Bukit Sileh, Limau Lunggo, Batu Banyak, Batu

Bajanjang, dan Koto Anau)



PETA BAHAYA BENCANA CUACA EKSTRIM
DI KABUPATEN SOLOK, PROVINS|I SUMATERA BARAT
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3.5.

PENENTUAN ISU-ISU TRATEGIS

Ditinjau dari aspek pelayanan, sasaran jangka menengah

pada pembangunan nasional dan provinsi serta implikasi

RTRW dan KLHS bagi pelayanan BPBD maka isu-isu strategis

sebagai berikut :

1.

10.

11,

Kabupaten Solok merupakan salah satu kawasan yang
memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Sumatera

Barat.

Hampir semua jenis bencana alam dan non alam berpotensi

terjadi di Kabupaten Solok kecuali Tsunami.

Belum tersusunnya rencana kontijensi untuk seluruh
potensi bencana yang ada sebagai pedoman dalam

melakukan rencana aksi penanggulangan bencana.

Belum dilakukan simulasi kebencanaan terhadap rencana

kontijensi yang sudah ada.

Lemahnya koordinasi didalam penanganan darurat saat

terjadinya kondisi tanggap darurat.

Lemahnya kemampuan didalam penyusunan kajian

kebutuhan pascabencana.

Belum adanya kajian tentang standarisasi dan kebutuhan
dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Belum seluruh peta rawan bencana yang tersusun dapat

diinformasikan dengan baik kepada masyarakat.

Belum maksimalnya peta rawan bencana Kabupaten Solok
dipedomani oleh SKPD terkait didalam menyusun program

dan kegiatan masing-masing.

Belum tepat waktu dan sinerginya laporan kebencanaan
dari pemerintah nagari dan kecamatan setiap kejadian

bencana maupun keadaan normal.

Belum adanya wibesite kebencana Kabupaten Solok.



12.

13,

14.

15.

Belum optimalnya peran TRC dalam melakukan pengkajian
cepat dalam tanggap darurat bencana sehingga penyaluran

uang dan barang belum tepat waktu dan sasaran.

Belum presentatifnya gudang penyimpanan logistik dan

peralatan penanggulangan bencana.

Belum optimalnya pemanfaatan SOP saat tanggap darurat
bencana.
Belum tepat waktu dalam  penyapaian laporan

pertanggungjawan penggunaan anggaran.

Berdasarkan isu-isu strategis diatas maka yang perlu

ditangani melalui rencana strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1.

Menyusun rencana kontijensi untuk seluruh potensi
bencana yang ada sebagai pedoman dalam melakukan

rencana aksi penanggulangan bencana

Melakukan simulasi kebencanaan terhadap rencana

kontijensi yang sudah ada.

Meningkatkan  koordinasi dan  kerjasama  didalam

penanganan bencana.

Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan bencana
Kabupaten Solok oleh SKPD dan pemangku kepentingan

didalam menyusun program dan kegiatan masing-masing.

Mengoptimalkan peran utama TRC dalam melakukan

pengkajian cepat dalam tanggap darurat bencana.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha

dalam penanganan bencana.

Melengkapi sarana prsarana dan peralatan penangganan

bencana.



4.1.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SARAN,

STRATEGI SERTA KEBIJAKAN

VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan dasar
dalam menentukan Visi Pemerintah Kabupaten Solok dalam
kurun waktu sampai dengan Tahun 2021 adalah
’Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan
Mandiri Menuju Kehidupan yang Madani Dalam Nuansa

Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

Melihat kepada Visi Kabupaten Solok tersebut serta
mempertimbangkan potensi, kondisi alam, sosial budaya
yang dimiliki Kabupaten Solok, maka Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Solok menetapkan Visi untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2016-2021 adalah :

“Mewujudkan Kesiapsiagaan Kabupaten Solok Terhadap

Bencana”

Kesiapsiagaan : Serangkalan kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah
yang tepat guna dan berdaya guna.

Bencana : Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan m~ngganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya  korban jiwa  manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta

benda, dan dampak psikologis.



4.2, MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dimaksud, maka ditetapkan Misi yaitu

“Meningkatkan Kesiapsiagaan Kabupaten Solok Terhadap

Bencana”

4.3. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Terwujudnya Kesiapsiagaan bencana.

2. Sasaran

a.

Peningkatan kepedulian masyarakat dan pemangku

kepentingan dalam melakukan pencegahan dini

Peningkatan penanganan bencana secara terencana,

terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh

Peningkatan pemulihan pasca bencana

4.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

a.

b.

Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha.
Peningkatan kopentensi aparatur dan SATGAS.

Pemantapan Koordinasi dalam penanggulangan

bencana.

2. Kebijakan

a.

Peningkatan kapasitas institusi dan masyarakat dalam

penanganan bencana.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan

pemangku kepentingan dan dunia usaha.

Pembentukan dan penguatan Forum PRB tingkat

Kabupaten Solok.
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d. Memperkuat sistim

kebencanaan daerah.

informasi dan publikasi

e. Peningkatan Sumber Daya, Sarana / Prasarana dan

Peralatan.

PENJELASAN LEVEL

Ketahanan Daerah Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2013

tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok.

Level Defenisi Pointer

Level 1 | Daerah  telah memiliki | Pencapaian-pencapaian
pencapaian-pencapaian kecil dalam Pengurangan
kecil dalam upaya | Resiko Bencana.
Pengurangan Resiko
Bencana dengan
melaksanakan beberapa |
tindakan maju dalam
rencana-rencana atau
kebijakan.

Level 2 | Daerah telah melaksanakan | a. Sudah adanya tindakan
beberapa tindakan Pengurangan Resiko
Pengurangan Resiko Bencana hasil rendah,
Bencana dengan sporadis.
pencapaian-pencapaian b. Belum adanya komitmen |
yang masih bersifat kelembagaan.
sporadis yang disebabkan _ _
S o c. Kebyakan sistematis
kelembagaan atau Al
kebijakan sistematis.

Level 3 | Komitmen Pemerintahan | a. Komitmen pemerintah |
dan beberapa komunitas terkait FPengurangan
terkait Pengurangan Resiko Resiko Bencana telah
Bencana disuatu daerah tercapai.
telah tercapai dan

didukung dengan kebijakan

b. Komitmen komunitas




sistematis, namun
pencapaian yang diperoleh
dan

dengan  komitmen

kebijakan tersebut dinilai

belum menyeluruh
sehingga masih  belum
cukup berarti untuk

mengurangi dampak negatif

dari bencana.

. Hasil

terkait Pengur'anga-n ‘
Resiko Bencana telah |
tercapal.

. Sudah ada dukungan

kebijakan sistematis.

vang dicapal
dengan adanya a, b dan
¢ belum menyeluruh
sehingga masih belum
untuk

cukup  berarti

mengurangai dampak

negatif dari bencana. }
|

Level 4 | Dengan dukungan‘ .a, b dan ¢ pada level 3|
komitmen serta kebijakan sudah ada dan telah
yang menyeluruh dalam| memperoleh pencapaian-
pengurangan resiko pencapaian yang |
bencana disuatu daerah berhasil.
telah memperoleh . Memang — el
pencapaian-pencapaian keterbatasan dalam
yang berhasil, R komitmen, sumber daya
diakui masih ada dan fungsi.
keterbatasan dalam

) . Kapsitas operasional
komitmen, sumber daya

_ , masih rendah.

finansial ataupun kapasitas
operasional dalam
pelaksanaan upaya
pengurangan resiko .
bencana didaerah tersebut.

Level 5 | Capaian konprehensif telah | Capaian konprehensif. ‘

dicapai dengan komitmen

dan kapasitas
memadai disemua tingkat
dan

komunitas jenjang

pemerintah.

yang |

00
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Solok 2016-2021, kegiatan penanggulangan bencana

diletakkan pada misi 5 tujuan 4 yaitu terwujudnya Pengurangan

Resiko Bencana di Kabupaten Solok dengan sasaran meningkatnya

kesiapsiagaan dan optimalnya penanggulangan bencana, maka

program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

% 8

5.2.

SASARAN

Sasaran yang dingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten
Solok berkaitan dengan penanggulangan bencana adalah
meningkatnya kesiapsiagaan dan optimalnya penanggulangan
bencana sehingga terjadinya pengurangan resiko bencana di

Kabupaten Solok.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2016 - 2021

Untuk  merealisasikan sasaran tersebut diatas, maka
ditetapkan indicator dan target kinerja yang harus dicapal
tahun 2016 - 2021 yakni meningkatnya ketahanan daerah
dalam pegurangan resiko bencana menjadi Level 4 yang
ditandai dengan adanya dan dijalankannya dukungan
komitmen disemua tingkatan pemerintahan dan komunitas
yang bergerak dibidang kebencanaan. Adapun program dan

kegiatan yang akan dilakssanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

1) Pelayanan Administrasi Perkéntoran
b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
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€.

1) Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

aparatur
2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pencegahan Dini

1) Pelatihan Kelompok Siaga Bencana Nagari dan Jambore
PRB

2) Pembinaan Kelompok Siaga Bencana Nagari

3) Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat

Kabupaten dan Kecamatan

4) Koordinasi berkala lembaga - lembaga peduli
kebencanaan (ORARI, PMI, TAGANA, FORUM PRB, dll)

5) Sosialisasi dan Simulasi kebencanaan pada aparat

kecamatan, nagari, dan masyarakat

6) Pembuatan Baliho, Brosus, dan Leaflet tentang

Pencegahan Bencana
7) Sosialisasi Sekolah Siaga Bencana
8) Pelatih‘an dan Simulasi Sekolah Siaga Bencana
Program Tanggap Darurat
1) Pcncarian, Penyelamatan, dan Evakuasi
2) Penguatan kelembagaan petugas TRC / Pusdalops

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan

Tanggap Darurat
4) Review rencana kontijensi dan kajian PRB

S) Peningkatan kapasitas personil BPBD
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6)

8)

9)

Peningkatan sarana dan logistik untuk penanganan

tanggap darurat yang memadai
Peningkatan sarana jalan evakuasi yang memadai

Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai di

titik - titik pengungsian

Penanganan darurat bencana alam

10) Penanggulangan fungsi sarana / prasarana kritis akibat

bencana dalam tanggap darurat

Program Penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1)

2)

Pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan

rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi

Pemulihan sarana / prasarana publik dan rehabilitasi

rumah warga korban bencana

Koordinasi penyelenggaraan  Rehabilitasi dan

Rekontruksi Pasca Bencana
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6.1.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA UTAMA

DAN KAEDAH CAPAIAN

KAEDAH CAPAIAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021 merupakan wujud dan komitmen Pemerintah
Daerah termasuk dalam bidang Penanggulangan Bencana yang
dituangkan dalam Renstra BPBD dan diharapkan bisa menjadi
pedoman bagi Dinas Instansi dan pihak yang terlibat dan
terkait dalam Penanggulangan bencana dalam menyusun
Renstra SKPD sebagai termaksud dalau. Perbub Nomor 41
Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan
Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2013 tentang

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Daerah dalam

Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis Daerah
yang menjadi pedoman dalam menyusun Renstra SKPD

dengan memperhatikan RPJMD 2016-2021.

2. Lembaga teknis, Dinas Teknis dan Instansi berkewajiban
menjamin konsistensi dalam Rencana Daerah dibidang
Penanggulangan Bencana dan Renstra SKPD yang
berkaitan dengan isu kebencanaan sesuai aturan

perundangan.

3. Dalam meningkatkan pelaksanaan Rencana Daerah
dibidang Penanggulangan Bencana 2016-2021, BPBD dan
Barenlitbang berkewajiban untuk melakukan pemantauan
terhadap penjabaran Rencana Daerah Penanggulangan
Bencana 2016-2021 ke dalam Renstra / Renja setiap Dinas
Instansi (SKPD).
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6.2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN

INDIKATGR KINERJA UTAMA

Meningkatnya
Kesiapsiagaan
Bencana dan
Optimalnya
Penanganan

Bencana

L[

I

ul

Terwuwudnya peningkatan kapasitas |
masvarakat tentang kebencanaan
melalui  pelatthan KSB  Nagari di

Kabupaten Solok

Terwujudnya Sosialisai kesiapsiagaan

o

bencana pada sekolah — sekolah

Terwujudnyva peningkatan kapasitas
masyarakat sckolah tenitang

kebencanaan melalui pelatihan 558

Terwujudnya Penguatan
Kelembagaan Tim Reaksi Cepat BPBD
Tersedianya prasarana evakuasi dan
pengungsian masyarakat pada

daerah rawan bencana

Terwujudnya revieu rencana |
kontigensi dan Kajian PRB  secira
priodik

Terwujudnya peningkatan kapasitas |
masyarakat terhadap
penanggulangan  tanggap  darural
melalul kegiatan simulasi
Terwujudnya peningkatan kapasistas
personil BPBD dalam kesiapsiagaan
melalul pelatihan secara periodik
Terwujudnya  keslapsiagaan dan

penanganan bencana melalul

pembentukan dan penguatan Forum

Pengurangan Resiko Bencana

|
10. Terwujudnya penyediaan sarana & |

logistik untuk penaganan 1:11'1;1;;1;)‘
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i,

14,

L

darurat yang memadai

Terwujudnya penyediaan sarana jalan

evakuasi yang memadai

Terwujudnya  penyediaan  sarana

dititik pengungsian yang memadal

Terwujudnya upaya penanganan
daruratl bencana melaui Dana Swap

Pakai (DSP)

Terwujudnyva Penanganan Daruratl
fungsi sarana / prasarana Kkritis

akibat bencana

Terwujudnya Rehabilitasi &
Rekonstruksi melalui Pengkajian
Kebutuhan  Pasca Bencana  dan
penyusunan rencana aksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana

Terlaksananva Pemulihan sarana /
prasarana publik dan rekonstruksi

rumah warga korban bencana




Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan i Km_ldlm
e Taki kinerja pada
No Program dan Kegiatan B® :w:l ™ | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 akhir
Perencanaan Target | Target | Target | Target | Target | Target Taiget
Terluksanaya Pelayanan
1 [Administrasi Perkantoran dengan 100% Paket 100 100 100 100 100 100 100%y
Baik
5 Tersedianva pakaian dinas bagi 100% Paket 1 . 1 L0
aparatur BPBD
5 ([l ApscatirPemitriakyang 15 orang Paket ; : 30 < 30 : 100%
mengikuti peningkatan SDM
Te 3 1 ’. l
4 Terpe 11L?h1?1}a_apuran keuangan dan 3 dok Dok 3 3 3 3 3 3 100%
realisasi kinerja
Terlaksananya Kegiatan
5 |Pemeliharaan Gedung, Kendaraan 100% Paket 100 100 100 100 100 2 100%
dan Peralatan Kantor
& | ersedianya Sarana dan Prasarna 100% Paket 100 . 100 ) 100 LOO%
aparatur
Terlaksananyva pelatihan Kelompok
7 |Siagu Bencana dan terikutinya - Kelompol 25 35 14 35 a5 33 L00%
Jambore PRB
Meningkatnva keterampilan dan
g pung.-mhu.ﬂn K(‘alompok Siaga h Mg . . 1 1 t 1 L00%,
Bencana Nagari dalam penanganan
beneana
Diterbitkannya SK tentang Forum
4 |PRRE dan terlaksananya penguatan Paket = 1 % 1 100%
forum PRB
Terlaksananya rapat koordinasi
10 sSeCira .he.rkala antar iemba.ga. / ) Paket A ) 1 . L00%
komonitas vang bergerak dibidang
kebencanaan )
Dilaksanakannya sosialisasi dan
11 |simulasi bencana terhadap Aparat - Paket 200 200 - 200 - 100%
Kecamatan, Nagari dan Masyarakat
12 Terlaksananva Pembuatan Baliho i Paket . . ) 1 1 1 106%
tentang Pencegahan Bencana
13 Terlaksananya Sosialisasi Tentang . St 20 a5 45 a5 a5 i3 LOUY%
Sekolih Siaga Bencana
Terlati 5w ke le .
14 .gl.mhn_\u sekolah tentang Sekolah . Sekolah . ) 20 20 20 20 100%
Siaga Bencana
5 |[eriakisanitye Reeitian,. 100% Paket 1 1 1 1 1 1 Looe,
Penvelamatan, dan Evakuasi
D iy LeuB i 100% Paket | L 1 1 1 1 100%
penanggulangan bencana
Terciptanyva peningkatan sarana dan
17 |prasarana penanganan tanggap 100% Paket - 1 - - i 10U
darurat
Diluksanakannya review rencana
18 |kontijensi dan kajian PRB secara - Dok 1 1 100%
periodik




Dilaksanakannya Pelatihan / Work

19 [Shop peningkatan kapasitas personil Paket 1 - 1 1004
BPBD dalam penanganan bencana
. 1 Unit
1 Unit Al
] i ;
20 - Paket Gudang - l: et 100%
i 2 era
Diadakan sarana dan logistik untuk Logistik mini
penanganan tanggap darurat yang
memadai
21 | hakes 100%
lugistik
22 Adanya 5:zlrana jalan evakuasi yang . Paket . 1 . 100"
memadai
MCK di
5 Adanva sfnrf'm.a.dan_p.rasarana vang Paket B 5 titik B 100%
memadai di titik - titik pengungsian pengung
sian
54 Mencukupinya Dana untuk Tanggap . Paket | 1 1 i LO0Y%
Darurat Bencana
Dilaksanakannya penanggulangan
5 fungsi sarana / prasarana kritis . Pkt N 1 1 1 100
akibat bencana dalam tanggap
darurat
Dilaksanakannya pengkajian
25 keburuhan pasca bencanfi dan 100% Paket 2 2 2 2 100%
penyvusunan rencana aksi
rehabilitasi dan rekontruksi
Dilaksanakannya pemulihan sarana
27 |/ prasarana publik dan rehabilitasi 100% Paket 1 1 1 1 100%
rumah warga korban bencana
28 Terkoordinasinya pelaksanaan 100% Paket 1 i 1 1 100%

rehaibilitasi dan rekontruksi




BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok adalah untuk
memberi arahan kepada pelaksanaan strategi, program dan
kebijakan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Penanggulangan
Bencana serta dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) yang dilaksanakan setiap tahunnya sehingga hasil
( output) yang diperoleh sesuai dengan target kinerja yang telah

ditetapkan.

Rencana  Strategis BPBD ini disusun mengacu kepada
Rencana Perﬁbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Solok periode Tahun 2016 - 2021 dan Rencana
pembangunan Jangka  Panjang (RPJP) Kabupaten Solok serta
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) dan Rencana Penanggulangan Bencana.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya
pengurangan dampak bencana serta mendorong peran semua
pithak baik Pemerintah dengan unsur swasta, komunitas siaga
bencana serta masyarakat dalam mengembangkan upaya

penanggulangan bencana.

Keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten
Solok di Bidang Penanggulangan Bencana sangat tergantung pada
komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
dengan Stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten
Solok. Untuk itu penyusunan kebijakan ini dapat dijadikan pedoman
dan arahan bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan Bidang

Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok.

KEPALA PELAKSANA

Drs. DASRIL, MM
NIP. 19557229 198101 1 004
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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(BPBD)

Jaran Raya Solok-Padang No 7 Koto Baru Telp./ Fax. 0755 22911
Email  bpbd k ick(©yahuo.co.id

e e i

Menimbanyg .

N

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULAMGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor: 060/ 25 JSK/ABPSD-2017
Tenniig

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP )

PADA BADAN PEXNANGGE LANGAN BENCANA DAERAH

fad

L

NABUPATEN SOLOK

bahwa dalomn rungha mempercepet lerwujudayva tata kelola Pemerintah yange  bail
dalam Retormasi Bivokrasi menuju masyarckat sejahtera cuna terlasananya pelayanan
prima berdasrkan kompetenst yang dimiliki:

bahwa cotah dapat memberikan pelayanan prima yvang eptimal dalam pels .i\r;:,.:‘
tugas dan tungs buik secara internal maupun chsternal, maka perlu diretaphan St
Operasional Pro-cdur pada Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten ‘---J il
bahwa berdusarkan pertimbangan scbouaimana dimaksud pada hurut o dan oo |
perfu menctaphan heputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencan
Daerah kabupaten Solok:

Unaang-undang  Nomor 12 Tahun "956 twemang Pembentukan  Dacrah Chienon
Kabuparen dalanm | inghnngan Propinst Sumaera Tengah (Lembaran Negara Repulilil
Indonesic Tahun 1936 Nomor 27):

Uindang-Undang Nomor 28 Tahue 1999 tentang Penyelengearaan Negara vang Biersih
dan Bebus dart Korapat Kolust dan Nepotisme (Lembaran Negara Republih Indonesia
Tahun 1999 Nomor 750 Tambahan Lembaran Negara Republik Todonesn Nomor
38500

Lindang-tndane >emor 17 Tahon 2005 wntang Kevangan Negara (Lembaran Newarn
Republih Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Fambahan Lembaran Newura Ry
Indonesin Nomer 42861

Undang-undang Nomer 32 Fahun 2004 weatang Pemermtahan Dacran (Lentba
Negara Republih Tndonesice Talan 2004 Nomor 1230 Tambaban Eomibuane N
Republih Indonesia Nomor 4437)0 sehocannana teiah dinbah beberpa kalie teiaklig
dengan  Undane-Undang Nomor 12 Tahin 2008 tentang Perubahan hedus A
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacraly  ( Lembar,
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambanan Lembuarun Newn
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-tUndang Repiblik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanzan
Kevangan antara Pecerintah Pusat dan Pemeriatah Daerah ( Lembaran Newira
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republii
Indonesia Nomor 4438):

Peratuian Pemcerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Femindahan Ihukota Kabupaicn
Solok das Wilavalh Kot Solok ke Kava Aro — Sukarami (Arosuha) di Wilavah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok ( Lembaran Negara Repubiik b nnli;".:
Fahun 2004 Nomor 10370 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia i
S 7

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kenangan Dacral
Fembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan I.cmh;n';m
Newara Republik Indonesia Nomor 4378):

Peraturan Mentert Dalum Negeri Nomor 13 Tahun 2006 1entang Pedoman Pengeioli
Reuangan Dacrali sehagimmana telah diubah beberapa Kali. terakhir dengan P

|
I

1
¥

Menteri Dabim Ncgeri Nomor 21 Pahun 201 ientang Perubahan Kedua mas Peraieran
Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Taentana Pedoman  Penvcloln
Keuangan Daerah:



9. Peraturan Pemesmtah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusen Peneriinad
Antars Pemerintah, Pemerinteh Daerah Provinsi dan Pemerintn Dacrah Kabupaten
Kota  ( Lembaran Neesa Republin Indonesia Tahun 2007Nomaor 820 Tanibahn
Lembaran Negarn Republih Indonesia Nomor 4737):

1O, Uindang-Uindang Republik Indonesia Nomor Z3 Tahon 2009 tentang Pelayanan Pubhil
( Lembaran Negara Republikh Indonesia Tahuan 2000 Nomor 112, Tambahan Lembarn
Negara Republilk Indonesia Nomaor 3039):

I1. Undang-Undang Reputlik Indonesia Nomer |2 Tahun 2011 wnang Pembentuban

Peraturan Perundane-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 25,
12, Peraturan Meneri Pendayvagunaan Aparatur Nesara dan Relormasi Birokrasi oo
33 Tahun 2012 Tenteng Pedoman Peavusunan Standar Operasional Prosedur (5017
Administrasi Penierinathan:
13, Peraturan  Bupat' Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan  Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok:
(4, Peraturan Dacrah Momor 08 Tahun 2016 entang  Pembentukan dan Susunan
Oreanisast Peranghat Dacrah )

MEMUTUSKAN

Menctapkan

K sl : o Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Dacral
Kabupaten Solok = chageimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ot

i £l ' Segala biava yang ambut akibas aiietaphannya keputusan ini dibebankan pada Anzearan
Pendapatan dan Belaria Badan Penanggciangan Beneana Daerah Kabupaten Salol

KT o Reputusan i berlaba dadam Tahon Angearan 2017,

DITETAPKAN DI . KOTOBARLU
PALA TANGGAL 22 MARLT 2Ul?

=TREPALA PELAKSANA
AL G ANGAN BENCANA DAL RAL

KABUPAREN SOLOK.
s

s i
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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
( BPBD )

Jalan Raya Padang-Solok No. 7 Kolo Bari Telp./Fax. (0755) 22311
Email: bpbd kabsalol @yahoo.co.id

e

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
{ SOP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAE ( BPBD)
KABUPATEN SOLOK

s Drs. DASRIL MM

I. Pembina
{ Kepala Peiaksana BPBD )

il. Pelaksana
- ZULBADRI, S,Sos,MM ( Sekretaris BPBD)
1. SUMARNI ( Kasubag Umim dan Kepegawaiar:}
2. ZULKAMRA, SH ( Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
3. ZULFAHMI ( Kasubag Keuangan )
4, M. ARIFAI ST ( Staf Sekretariat)

A, Ketua
B. Anggota

C. Sekretariat . Staf Sekretariat BPBD Kabupaten Solok

i h{{maBaru 2 Maret 2017
" KEPALA PELAKSANA

—

i )
rs/DASRIL. MM
~NIP, 19591229 198101 1 004




